BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
 
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Seketaris Daerah. 
Berdasarkan Peraturan  Bupati  Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
e. Pelaksanaan UPTD.
f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:
· Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
· Terjaganya kualitas udara
· Menurunnya intensitas emisi
· Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau
Dari tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Berau.

1. Dasar Hukum Pembentukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Seketaris Daerah. 
Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
· Sub Bagian Penyusunan Program
· Sub Bagian Keuangan dan aset.
c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
· Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS 
· Seksi Kajian Dampak Lingkungan
· Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH
d. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
· Seksi  Kebersihan
· Seksi pengelolaan Sampah
· Seksi Pengelolaan LB3
e. Bidang  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
· Seksi Pemantauan Lingkungan;
· Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
· Seksi Kerusakan Lingkungan;
f. Bidang  Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
· Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
· Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
· Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
g. UPTD
- 	UPTD Laboratorium Lingkungan
- 	UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua
- 	UPTD Kebersihan Talisayan
-	UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
h.	Kelompok Jabatan Fungsional:
2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan  Bupati  Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau daerah pelaksanaan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.
3. Nama Perangkat Daerah
Perangkat daerah pelaksanaan urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar 
Peraturan Daerah Kabupaten  Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Seketaris Daerah. 
4. Urusan Pemerintah yang Dilaksanakan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusunya terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup bahwa berdasarkan peraturan pasal 12 ayat 2 perundang-undangan tentang pemerintah daerah urusan bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar.
5. Struktur Organisasi DLHK
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan tipe A yang terdiri dari  kepala dinas, sekretaris, dibawah sekretaris ada 3 Kasubag, kemudian ada 4 kepala bidang yang membawahi 3 Kasi. Ada pun susunan struktur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau 
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BAB II
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERlNTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

A.  Urusan Konkuren
	Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintah, 
Penyelenggaraan pemerintah di indonesia dibagi kedalam beberapa tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi pemerintah perovinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terkait dengan penetapan urusan pemerintah konkuren antara tingkat pemerintah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintah yaitu sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota kemudian menjadi kewenangan provinsi, seperti pelaksanaan kewenangan di bidang perizinan pertambangan yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Undang – undang 23 tahun 2014 menegaskan eksistensi urusan pemerintah konkuren yang dibagibersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan cakupan penyelenggaraan pemerintahannya, terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintah wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.
 	a. Ringkasan urusan Wajib
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusunya terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup bahwa berdasarkan peraturan pasal 12 ayat 2 perundang-undangan tentang pemerintah daerah urusan bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar.
	1. Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, serta Berdasarkan Peraturan  Bupati  Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan Kebersihan.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:
· Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan
· Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
· Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
· Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
· Pelaksanaan UPTD.
· Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	Dalam rangka kelancaran pelaksanaan  tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
f. Kepala Badan 
g. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
· Sub Bagian Penyusunan Program
· Sub Bagian Keuangan dan aset.
h. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
· Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS 
· Seksi Kajian Dampak Lingkungan
· Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH
i. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
· Seksi  Kebersihan
· Seksi pengelolaan Sampah
· Seksi Pengelolaan LB3
j. Bidang  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
· Seksi Pemantauan Lingkungan;
· Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
· Seksi Kerusakan Lingkungan;
f.	Bidang  Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
· Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
· Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
· Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
k. UPTD
- 	UPTD Laboratorium Lingkungan
- 	UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua
- 	UPTD Kebersihan Talisayan
-	UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
h.	Kelompok Jabatan Fungsional:
	2. Program, Kegiatan 
Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung penggelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, maka ditetapkan program dan kegiatan pada tahun 2018 yaitu 8 (delapan) Program dan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II.1 Program dan Kegiatan 
	No
	Program/Kegiatan
	Besarnya Anggaran

	1
	2
	4

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	7.082.362.400

	1
	Penyediaan Jasa surat menyurat
	1.500.000

	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik
	213.000.000

	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional
	2.045.000.000

	4
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	140.604.000

	5
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	10.000.000

	6
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	25.000.000

	7
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	25.000.000

	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	30.000.000

	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
	8.000.000

	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.000.000

	11
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	45.000.000

	12
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	260.000.000

	13
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
	65.000.000

	14
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
	4.209258.400

	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	514.000.000

	15
	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl
	500.000.000

	16
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	14.000.000

	III
	Program  peningkatan displin aparatur
	150.000.000

	17
	Pengadaan pakaian kerja lapangan
	150.000.000

	IV

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	5.000.000

	18
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	5.000.000

	V
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
	7.736.366.000

	19

	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
	3.621.061.000

	20
	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota
	4.115.305.000

	VI
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	91.360.491.600

	21
	Pengkajian Dampak Lingkungan
	133.000.000

	22
	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup
	430.273.000

	23
	Koordinasi pengeloaan program LH (rakorda PPLH)
	96.000.000

	24
	Pemantauan Kerusaan Lingkungan
	85.680.000

	25
	Pengawasan dan penaatan ijin lingkungan
	125.300.000

	26
	Pengawasan pengelolaan LB3
	115.000.000

	27
	Pemantauan Kualitas Air Sungai
	110.500.000

	28
	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup
	132.867.600 

	29
	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)
	131.871.000

	30
	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)
	47.790.000.000

	31
	Penanaman bamboo kanan kiri sungai (DBH)
	10.000.000.000

	32
	Pembibitan (DBH)
	21.720.000.000

	33
	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)
	10.420.000.000

	VII
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	416.006.000

	34
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
	126.250.000

	35
	Pengembangan data dan informasi lingkungan
	112.100.000

	37
	Pekan lingkungan hidup
	114.656.000

	38
	Penanganan Kasus LH
	63.000.000

	IX
	Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	5.389.469.000

	39
	Penataan RTH
	2.024.779.000

	40
	Pemeliharaan RTH
	3.364.690.000

	
	Jumlah   Belanja Langsung
	112.653.695.000




































3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal 
Dasar pembangunan daerah kabupaten Berau tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 maupun visi dan misi Kabupaten Berau yaitu “ Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan” dari visi dan misi kepala daerah Kabupaten Berau maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut maka dimisi kesatu yaitu : membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 , Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tujuan untuk mendukung misi kesatu RPJMD Yaitu Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup.
Kualitas Lingkungan Hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut. Adapun sasaran dan tujuan dari Kualitas lingkungan Hidup yaitu :
1. Terjaganya Kualitas Air Sungai
2. Terjaganya Kualitas Udara
3. Menurunya intensitas Emisi
Bahwa untuk pelayanan bidang lingkungan hidup maka Dinas lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas :
1. Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduaan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Berdasarkan undang –undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 12 Ayat 2 urusan bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan, dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar namun demikian pelayanan dasar yang telah ada sebelumnya dalam bentuk SPM bidang lingkungan hidup tetap dilaksanakan.
 Tabel II. 2  Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Berau 
	
No
	Jenis
Pelayanan Dasar
	Standar Pelayanan Minimal

	
	
	Indikator
	2018

	1
	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air.
	Jumlah perusahaan dan/atau kegiatan yang mentaati per-syaratan administrasi dan teknis pecegahan pencemaran air.
	85 %

	2
	Pelayanan Pen-cegahan Pence-maran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak.
	Jumlah perusahaan dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi per-syaratan Admnistrasi dan teknis pecegahan pencemaran udara.
	100 %

	3
	Pelayanan Pe-nyediaan Infor-masi Status Ke-rusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
	Presentase luasan lahan yang telah di-tetapkan status ke-rusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa yg diinformasikan.
	0

	4
	Pelayanan Tin-dak Lanjut Pe-ngaduan Masya-rakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Peru-sakan Lingkung-an Hidup.
	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pen-cemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti.
	100 %


Untuk realisasi capaian SPM tahun 2018, untuk kegiatan pelayanan pencegahan pencemaran air 85 % .karena usaha/kegiatan tidak melakukan perpanjangan ijin tetapi tetap dilakukan pemantauan kualitas air 
sedangkan untuk udara emisi yang ada pada usaha /atau kegiatan dilakukan pemantauan dengan target 100 % untuk cerobong asap walau pun kita belum memiliki alat pengambil sempel udara emisi dan tenaga kerja untuk pengambilan sempel udara emisi pada usaha/atau kegiatan
Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa untuk kegiatan ini belum dilaksanakan tahun 2018, Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup hingga tahun 2018 ini capaiannya sudah 100 %, sebab di dalam pengaduan kasus ada 12 kasus dan diselesaikan  langsung dengan berita acara.
4. Jumlah pegawai /Sumber daya manusia (SDM)
Sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil  berjumlah 80 orang, 
Tabel  II.3. Jumlah pegawai
	No
	Jabatan
	

	
	Jumlah

	1.
	Kepala
	1

	2.
	Sekretaris
	1

	3.
	Kabid
	4

	4.
	Kepala UPTD
	1

	5.
	Kasubbid
	12

	6.
	Kasubbag
	4

	7.
	Staf 
	57

	
	total
	80





Sumber : Data kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau  Tahun 2018

Kualitas Pendidikan
Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Berau. khusus untuk bidang – bidang masih perlu penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis. 
                Tabel II-4. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
	No
	pendidikan
	Jumlah

	
	(1)
	(4)

	1
	STRATA 3
	0

	2
	STRATA 2
	4

	3
	STRATA 1/D IV
	23

	4
	DIPLOMA III
	5

	5
	DIPLOMA II
	0

	6
	DIPLOMA I
	0

	7
	SLTA
	31

	8
	SLTP
	10

	9
	SD
	7

	
	JUMLAH
	80


Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKabupaten Berau 2018
Pangkat dan Golongan
Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Golongan II yang berjumlah 28 orang atau 35 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau berdasarkan Golongan 
        Tabel II - 5. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan 
	NO
	Golongan
	Jumlah

	
	(1)
	(4)

	1
	IV
	7

	2
	III
	27

	3
	II
	28

	4
	I
	18

	
	JUMLAH
	80


Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKabupaten Berau 2018
                 Tabel II - 6    Jumlah Jabatan fungsional dan Struktural
	No
	Uraian
	jumlah

	1
	Jabatan Fungsional
	0

	2
	Jabatan struktural
	23



Pada tabel jumlah jabatan fungsional dan struktural khususnya untuk jabatan fungsional belum terisi (masih kosong) terutama untuk jabatan fungsional pengawas lingkungan. 
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada Anggaran tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 121. 780.545.000 yang terdiri dari  :Belanja Tidak Langsung 	=  Rp. 9.126.850.000
1. Belanja Langsung 		=  Rp. 112.653.695.000
Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 8 (delapan) Program dan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.7
Tabel II.7 realisasi Anggaran belanja langsung
	No
	Program/Kegiatan
	Satuan
	Besarnya Anggaran
	Realisasi
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Rp
	7.082.362.400
	6.434.057.639
	

	1
	Penyediaan Jasa surat menyurat
	Rp
	1.500.000
	1.500.000
	100

	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik
	Rp
	213.000.000
	165.723.120
	77

	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional
	Rp
	2.045.000.000
	1.863.734.403
	91

	4
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Rp
	140.604.000
	129.148.000
	91

	5
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Rp
	10.000.000
	9.229.200
	92

	6
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	Rp
	25.000.000
	24.848.000.
	99

	7
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Rp
	25.000.000
	13.670.000
	54

	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Rp
	30.000.000
	21.938.400
	73

	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
	Rp
	8.000.000
	5.877.000
	73

	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Rp
	5.000.000
	4.955.000
	99

	11
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Rp
	45.000.000
	25.214.900
	56

	12
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	Rp
	260.000.000
	255.891.800
	98

	13
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
	Rp
	65.000.000
	64.632.000
	99

	14
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
	Rp
	4.209258.400
	4.137.331.150
	98

	II
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Rp
	514.000.000
	441.925.400
	

	15
	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl
	Rp
	500.000.000
	431.660.000
	86

	16
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	Rp
	14.000.000
	10.265.400
	73

	III
	Program  peningkatan displin aparatur
	Rp
	150.000.000
	144.150.000
	

	17
	Pengadaan pakaian kerja lapangan
	Rp
	150.000.000
	144.150.000
	96

	IV

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Rp
	5.000.000
	4.970.000
	

	18
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Rp
	5.000.000
	4.970.000
	99

	V
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
	Rp
	7.736.366.000
	7.102.557.150
	

	19

	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
	Rp
	3.621.061.000
	3.326.447.650
	91

	20
	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota
	Rp
	4.115.305.000
	3.776.109.500
	91

	VI
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Rp
	91.360.491.600
	1.635.154.691
	

	21
	Pengkajian Dampak Lingkungan
	Rp
	133.000.000
	120.112.782
	90

	22
	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup
	Rp
	430.273.000
	369.815.000
	85

	23
	Koordinasi pengeloaan program LH (rakorda PPLH)
	Rp
	96.000.000
	95.940.000
	99

	24
	Pemantauan Kerusaan Lingkungan
	Rp
	85.680.000
	79.201.600
	92

	25
	Pengawasan dan penaatan ijin lingkungan
	Rp
	125.300.000
	122.158.510
	97

	26
	Pengawasan pengelolaan LB3
	Rp
	115.000.000
	64.343.021
	55

	27
	Pemantauan Kualitas Air Sungai
	Rp
	110.500.000
	102.942.900
	93

	28
	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup
	Rp
	132.867.600 
	99.734.226
	75

	29
	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)
	Rp
	131.871.000
	123.256.969
	93

	30
	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)
	Rp
	47.790.000.000
	0
	0

	31
	Penanaman bamboo kanan kiri sungai (DBH)
	Rp
	10.000.000.000
	85.216.000
	0,8

	32
	Pembibitan (DBH)
	Rp
	21.720.000.000
	155.814.368
	0,7

	33
	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)
	Rp
	10.420.000.000
	216.619.315
	2,07

	VII
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Rp
	416.006.000
	377.150.425
	

	34
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
	Rp
	126.250.000
	100.267.325
	79

	35
	Pengembangan data dan informasi lingkungan
	Rp
	112.100.000
	106.070.800
	94

	37
	Pekan lingkungan hidup
	Rp
	114.656.000
	114.143.000
	99

	38
	Penanganan Kasus LH
	Rp
	63.000.000
	56.669.300
	90

	IX
	Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Rp
	5.389.469.000
	5.131.443.287
	

	39
	Penataan RTH
	Rp
	2.024.779.000
	1.869.205.235
	92

	40
	Pemeliharaan RTH
	Rp
	3.364.690.000
	3.262.238.052
	96

	
	Jumlah   Belanja Langsung
	Rp
	112.653.695.000
	21.561.343.926
	



Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2018, dengan sebesar Anggaran Rp. 112.653.695.000 dengan realisasi sebesar Rp. 21.561.343.926 dari realisasi fisik keuangan pada sekala kategori penilaian masih kurang. tetapi pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2018 ini ada penambahan anggaran dana DBH ( Dana Reboisasi ) sebesar Rp. 90.000.000.000 yang masuk dalam batang tubung anggaran DLHK, anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal yaitu 4 kegiatan, maka realisasi keuangan DLHK hanya 19 % dari anggaran belanja langsung.
Dilihat dari pencapaian Program kegiatan yang terdapat pada tabel II.7 anggaran pada tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik, walaupun belum memenuhi target yang diharapkan.

a. Realisasi anggaran  pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dalam tahun 2018, memiliki 8 ( delapan ) program dan 39 (tiga puluh sembilan ) Kegiatan dengan  anggaran belanja langsung sebesar Rp. 112.653.695.000 (seratus dua belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
 Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per progam dam kegiatan beserta capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2018 sebagai berikut :
· Program pelayanan adminitrasi perkantoran
Pelaksanaan program pelayanan adminitrasi perkantoran yang dianggarankan sebesar Rp. 7.082.362.400 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 6.434.057.639   Dengan persentase  90  % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal Dinas dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai dan data aset, ada pun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan adminitrasi perkantoranberjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas.
Adapun rincian tabel II.8 program pelayanan adminitrasi perkantoran yang terdapat 14 (empat belas) kegiatan
Rincian tabel II.8 program pelayanan admiterasi perkantoran
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	%

	1
	Penyediaan Jasa surat menyurat
	1.500.000
	1.500.000
	100
	1.000 surat
	1.000 surat
	100 %

	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik
	213.000.000
	165.723.120
	77
	4 jenis
	4 jenis
	100 %

	3
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional
	2.045.000.000
	1.863.734.403
	91
	12 bulan
	12 bulan
	100 %

	4
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	140.604.000
	129.148.000
	91
	12 orang
	12 orang
	100 %

	5
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	10.000.000
	9.229.200
	92
	12 bulan
	12 bulan
	100 %

	6
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	25.000.000
	24.848.000.
	99
	30 unit
	30 unit
	100 %

	7
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	25.000.000
	13.670.000
	54
	10 jenis
	10 jenis
	100 %

	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	30.000.000
	21.938.400
	73
	12 bulan
	12 bulan
	100 %

	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
	8.000.000
	5.877.000
	73
	2 jenis
	2 jenis
	100 %

	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.000.000
	4.955.000
	99
	5 majalah
	5 majalah
	100 %

	11
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	45.000.000
	25.214.900
	56
	12 bulan
	12 bulan
	100 %

	12
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
	260.000.000
	255.891.800
	98
	25 kali
	25 kali
	100 %

	13
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
	65.000.000
	64.632.000
	99
	12 bulan
	12 bulan
	100 %

	14
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
	4.209.258.400
	4.137.331.150
	98
	116 orang
	116 orang
	100 %



Dari program pelayanan adminitrasi perkantoran untuk fisik keuangannya yang masih kurang penyerapan yaitu pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dan penyediaan makan dan minum, tetapi untuk realisasi kegiatan memenuhi target sangat baik
· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang dianggarankan sebesar Rp. 514.000.000 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 441.925.400   Dengan persentase    85 % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas monitoring di lapangan (pengadaan mobil oprasional) serta melakukan perawatan gedung kantor di Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dengan sasaran strategis tersedianya mobil lapangan dan perawatan aset gedung kantor dengan baik.
Adapun rincian tabel II.9 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdapat 2 (dua) kegiatan
Rincian tabel II.9 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	%

	1
	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
	500.000.000
	431.660.000
	86
	1 unit
	1 unit
	100 %

	2
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	14.000.000
	10.265.400
	73
	2 gedung
	2 gedung
	100 %



Dari tabel II. 9 diatas capaian keuangan 85 % merupakan kreteria penilaian Baik sedangkan untuk realisasi kegiatan 100 % dengan penilaian baik.
· Program Peningkatan Disiplin aparatur 
Pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur yang dianggarankan sebesar Rp. 150.000.000 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 144.150.000 Dengan persentase  96  % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja dengan sasaran pekerja kebersihan.
Adapun rincian tabel II.10 program peningkatan disiplin aparatur yang terdapat 1 (satu) kegiatan
Rincian tabel II.10 program peningkatan disiplin aparatur
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Program peningkatan disiplin aparatur
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	

	1
	Pengadaan pakaian kerja lapangan
	150.000.000
	144.150.000
	96
	310 steel
	310 steel
	100 %



· Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan    capaian kinerja dan keuangan 
Pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dianggarankan sebesar Rp. 5.000.000 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 4.970.000 Dengan persentase 99 % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan kinerja OPD.
Adapun rincian tabel II.11 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang terdapat 1 (satu) kegiatan
Rincian tabel II.11 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	

	1
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	5.000.000
	4.970.000
	99
	2 dokumen
	2 dokumen
	100 %




· Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang dianggarankan sebesar Rp. 7.736.366.000 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 7.102.557.150   Dengan persentase 91 % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadaan saranan kebersihan dan pelayanan kebersihan 
Adapun rincian tabel II.121 program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang terdapat 2 (dua) kegiatan
Rincian tabel II.12 program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	

	1
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
	3.621.061.000
	3.326.447.650
	91
	3 unit
	3 unit
	100 %

	2
	Penaganan sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase
	4,115,305.000
	3.776.109.500
	91
	80 orang
	80 orang
	100



· Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH
Pelaksanaan program pengendalian perencanaan dan kerusakan LH yang dianggarankan sebesar Rp. 91.360.491.600 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 1.635.154.691   Dengan persentase 1 % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemantauan dan pengawasan LH terutama terhadap pelaku usaha/kegiatan agar lebih baik lagi dalam penanganan LH 
Adapun rincian tabel II.13 program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH  yang terdapat 13 (tiga belas) kegiatan

Rincian tabel II.13 program pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Program pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	

	1
	Pengkajian dampak lingkungan
	133.000.000
	120.112.782
	90
	100 dok
	100 dok
	100 %

	2
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
	430.273.000
	369.815.000
	85
	1 kelompok masyarakat
	1 kelompok masyarakat
	100 %

	3
	Koordinasi pengelolaan program LH
	96.000.000
	95.940.000
	99
	3 kali
	3 kali
	100 %

	4
	Pemantauan kerusakan LH
	85.680.000
	79.201.600
	92
	27 perusahaan
	27 perusahaan
	100 %

	5
	Pengawasan dan penaatan ijin lingkungan
	125.300.000
	122.158.510
	97
	10 buku
	10 buku
	100 %

	6
	Pengawasan pengelolaan limbah B3
	115.000.000
	64.343.021
	55
	21 perusahaan
	21 perusahaan
	100 %

	7
	Pemantauan kualitas air sungai
	110.500.000
	102.942.900
	93
	3 sungai
	3 sungai
	100 %

	8
	Fasilitas laboratorium LH
	132.867.600
	99.734.226
	75
	9 parameter
	9 parameter
	100 %

	9
	Pemantauan evaluasi laporan GRK
	131.871.000
	123.256.969
	93
	421.000 ton co2
	3.154.883 ton co2
	

	10
	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)
	47.790.000.000
	0
	0
	363,2 ha
	-
	0

	11
	Penanaman bambu kanan kiri sungai (DBH)
	10.070.000.000
	85.216.000
	0,8
	350 ha
	-
	0

	12
	Pembibitan (DBH)
	21.720.000.000
	155.814.368
	0,7
	1 persemaiaan
	-
	0

	13
	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)
	10.420.000.000
	216.619.315
	2,07
	735 ha
	-
	0



Dari program pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH untuk fisik keuangannya yang masih kurang penyerapan yaitu pada kegiatan Pengawasan pengelolaan LB3, Penanaman di pesisir/pantai (DBH) DR, penanaman bambu kanan kiri sungai (DBH) DR, pembibitan (DBH) DR, penanganan danau dan daerah tangkapan air (DBH) DR.  tetapi untuk fisik kegitan pengelolaan LB3 100 % sangat baik, kecuali DBH (Dana Reboisasi) tidak tercapai target dikarenakan tidak dapat di laksanakan keseluruhan sebab dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan serta lokasi penanaman.
 
· Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH yang dianggarankan sebesar Rp. 416.006.000 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 377.150.425   Dengan persentase    90 % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi data lingkungan hidup yang baik serta penanganan kasus LH yang benar
Adapun rincian tabel II.14 program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH  yang terdapat 4 (empat) kegiatan
Rincian tabel II.14 program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Proram peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	

	1
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
	126.250.000
	100.267.325
	79
	2 sekolah
	2 sekolah
	100 %

	2
	Pengembangan data dan informasi lingkungan
	112.100.000
	106.070.800
	94
	1 dok
	1 dok
	100 %

	3
	Pekan lingkungan hidup
	114.656.000
	114.143.000
	99
	2 even
	2 even
	100 %

	4
	Penanganan kasus LH
	63.000.000
	56.669.300
	90
	5 kasus
	5 kasus
	100 %



Dari tabel diatas untuk program peningkatan kualitas dan akses informasi untuk dua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik antara target keuangan dan realisasi fisik keuangan dapat tercapai dengan baik begitu juga dengan target kinerja dapat dilaksanakan dengan baik
· Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pelaksanaan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang dianggarankan sebesar Rp. 5.389.469.000 dengan capaian realisasi keuangan Rp. 5.131.443.287 Dengan persentase  95  % dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman serta  melakukan perawatan tanaman yang ada agar tetap terjaga. 
Adapun rincian tabel II.15 program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  yang terdapat 2 (dua) kegiatan
Rincian tabel II.15 program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian
	keluaran
	capaian

	I
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau
	target
	Realisasi
	%
	target
	realisasi
	

	1
	Penataan RTH
	2.024.779.000
	1.869.205.235
	92
	7 lokasi
	7 lokasi
	100 %

	2
	Pemeliharaan RTH
	3.364.690.000
	3.262.238.052
	96
	4 kecamatan
	4 kecamatan
	100 %



Pada tabel diatas antara realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan dapat terealisasi dengan baik karena capaian sekala penilai 80 > 100 kategori baik


· Realisasi Belanja Tidak langsung, langsung dan dana Retrebusi
Pada Anggaran belanja tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 121.780.545.000 yang terdiri dari  :
Tabel II.16  Belanja Tidak Langsung
	No
	uraian
	Anggaran
	Capaian %

	
	
	target
	Realisasi
	

	1
	Belanja tidak langsung
	9.126.850.000
	7.965.535.021
	87


Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2018 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar  87 % jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada sekala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik
 Tabel II.17 Belanja langsung
	No
	uraian
	Anggaran
	Capaian %

	
	
	target
	Realisasi
	

	1
	Belanja  langsung
	112.653.695.000
	21.561.343.926
	19


Realisasi belanja langsung pada tahun 2018 dengan rata-rata serapan realisasi fisik sebesar 69 % sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 19 %, jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi fisik belanja langsung pada sekala nilai 60 > 80 kategori penilaian cukup sedangkan untuk realisasi keuangan belanja langsung pada sekala nilai < 55 kategori penilaian kurang, secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, yang menjadi permasalahan penyerapan anggaran keuangan dan fisik untuk kegiatan yang berasal dari dana (DBH) DR tidak dapat di laksanakan keseluruhan sebab dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan serta lokasi penanaman.
Tabel II.18 total realisasi retribusi Daerah tahun 2018
	No
	uraian
	Anggaran
	Capaian %

	
	
	target
	Realisasi
	

	1
	Retribusi sampah
	534.400.000
	821.433.000
	153 %

	2
	Penyedotan kakus/WC
	8.000.000
	8.000.000
	100 %



Realisasi retribusi pendapatan daerah dari retribusi sampah dan penyedotan kakus untuk tahun 2018 dengan target anggaran Rp 542,400.000 dengan realisasi keuangan Rp. 829.433.000  dengan persentasi sebesar 153 % jika diukur dengan sekala penilaian maka untuk realisasi pendapatan pada sekala nilai > 100 kategori penilaian sangat baik karena melebihi target yang ditetapkan.
6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah
Dasar pembangunan daerah kabupaten Berau tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 – 2021 maupun visi dan misi Kabupaten Berau yaitu “ Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan” dari visi dan misi kepala daerah Kabupaten Berau maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut maka dimisi kesatu yaitu : membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.  
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membuat perencanaan kegiatan (RKPD) dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan (DPPA), terlihat pada tabel II. 19 sebagai berikut :


Tabel Kesesuaian Program II. 19
	Program RKPD
	Program DPPA

	Program pelayanan adminiterasi perkantoran
	Program pelayanan adminiterasi perkantoran

	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Program peningkatan disiplin aparatur

	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH

	Program pelindungan dan konservasi SDA
	Program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH

	Program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH
	Program pengelolaan RTH

	Program pengelolaan ruang terbuka hijau
	

	
	






7. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang digunakan
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya.  Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. 
Sampai dengan tahun 2018 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel.II-20 Sarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

	No.
	Sarana Kerja
	Jumlah
	Sarana dan prasarana yang perlu ditambah
	Ket

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

	Gedung Kantor
Kendaraan roda 4
Kendaraan roda 2
Excavator
Well loder
Kendaraan roda 6
pH Meter
TDS meter
AAS
AC
Laptop/Note Book
Komputer (PC)
Handy Cam
Printer
Telephone (PABX)
Faksimile
TV
Sound System
Meja kerja	
Sofa
Alat-alat Laboratorium LH
Kursi dan meja Ruang Rapat
	4 Bangunan
9  unit
13 unit
2 Unit
1 unit
21 unit
1 unit
1  unit
1 Unit
10 Unit
5 unit
19 unit
1  unit
19  unit
1 unit
1 unit
6 Unit
2  Unit
66 Unit
1 set
1 paket

50 kursi dan 10 meja panjang
	Alat pemantau udara,
 4 Kendaraan Roda 2
Bangunan gedung kantor
10 leptop
	



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2018
Dari tabel saranan dan prasarana masih terdapat kekurangan terutama kendaraan oprasional dilapangan, leptop dan bangunan kantor serta fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
C. Permasalahan dan solusi
Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari realisasi fisik dan untuk realisasi keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai  69 % sedangkan unrtuk realisasi keuangan mencapai 19 % meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :
Permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi :
a. untuk kegiatan DBH DR tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dikarenakan dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan tidak tercukupnya waktu, serta lokasi penanaman.
b. Masih kurangnya pembiayaan yang dibutuhkan karena ada kondisi yang tidak terduga
c. Masih kurangnya staf yang memiliki standar pendidikan sesuai dengan kebutuhan
d.  sarana gedung masih belum refresentantif /Masih kurangnya ruang 
kerja 
e.  Belum ada jabatan fungsional PPLHD 
f. Pengawasan pengelolaan di daerah laut ini masuk dalam kewenangan provinsi
g.  	inovasi layanan masih belum optimal 
h. 	untuk melaksanakan oprasional dilapangan masih mengalami 
     hambatan karena masih terbatasnya kendaraan roda 4 dan 6 dan 2

Solusi permasalahan
a. untuk kegiatan DBH DR awal tahun berjalan harus sudah selesai pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR, agar pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal, persiapan lokasi yang akan dilakukan penanaman
b.   agar lebih di rencanakan lagi dalam penganggaran supaya realisasi
      keuangan dapat sesuai dengan dana yang dibutuhkan 
c.   buatkan usulan dan permohonan kebutuhan tenaga kerja yang di    
      inginkan agar sesuai pendidikan yang dimohon.
d.  Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perlu dibangun gedung kantor yang refresentatif yang didesain secara kuhsus
e.   Usulhan kepada Kepegawaian agar  jabatan fungsional PPLHD 
      dapat di angakt/lantik
f.   selalu berkoordinasi kepada pihak provinsi terhadap Pengawasan 
      pengelolaan di daerah laut
g.   agar inovasi layanan dapat berjalan  maksimal perlu disediakan 
     anggaran yang memadai sesuai peruntukanya baik perangkat keras 
     maupun lunak
h.  pengusulan penambahan kendaraan roda 4 , 6 dan roda 2 










BAB III
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

A.  Program Nasional dan Program Pemerintah Daerah
	Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusunya terkait dengan urusan bidang lingkungan hidup bahwa berdasarkan peraturan pasal 12 ayat 2 perundang-undangan tentang pemerintah daerah urusan bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar.
Bahwa untuk pelayanan bidang lingkungan hidup maka Dinas lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas :
1.   Pelayanan pencegahan pencemaran air
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduaan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melaksanakan program nasional yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah daerah pada tabel III.1 antara program nasional dengan program pemerintah





Tabel III. 1 realisasi program nasional dengan proram pemerintah
	Program Nasional
	Program RPJMD
	Program RKPD
	Program DPPA

	Program Pelindungan dan Konservasi sumber daya Alam
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
	Program pelayanan adminiterasi perkantoran
	Program pelayanan adminiterasi perkantoran

	Program peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH
	Program pengembangan pengelolaan kinerja persampahan
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

	Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH
	Program pelindungan dan konservasi SDA
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Program peningkatan disiplin aparatur

	
	Program peningkatan  pengendalian polusi
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

	
	Program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH
	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

	
	 Program pengelolaan RTH
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan LH

	
	Program inventarisasi  emisi GRK
	Program pelindungan dan konservasi SDA
	Program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH

	
	
	Program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH
	Program pengelolaan RTH

	
	
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau
	

	
	
	
	




Pada tabel III.1 program nasional ada 3 yaitu 
1. Program Pelindungan dan Konservasi SDA
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
3. program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH
sedangkan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu 2 program kegiatan yaitu :
1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau tahun anggaran 2018 yang terkait dengan kegiatan pemerintah yaitu 2 program kegiatan 
1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH
Tabel III. 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian

	I
	Program pengendalian, pencemaran dan kerusakan LH
	target
	Realisasi
	%

	1
	Pengkajian dampak lingkungan
	133.000.000
	120.112.782
	90

	2
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH
	430.273.000
	369.815.000
	85

	3
	Koordinasi pengelolaan program LH
	96.000.000
	95.940.000
	99

	4
	Pemantauan kerusakan LH
	85.680.000
	79.201.600
	92

	5
	Pengawasan dan penaatan ijin lingkungan
	125.300.000
	122.158.510
	97

	6
	Pengawasan pengelolaan limbah B3
	115.000.000
	64.343.021
	55

	7
	Pemantauan kualitas air sungai
	110.500.000
	102.942.900
	93

	8
	Fasilitas laboratorium LH
	132.867.600
	99.734.226
	75

	9
	Pemantauan evaluasi laporan GRK
	131.871.000
	123.256.969
	93

	10
	Penanaman di pesisir/pantai (DBH)
	47.790.000.000
	0
	0

	11
	Penanaman bambu kanan kiri sungai (DBH)
	10.070.000.000
	85.216.000
	0,8

	12
	Pembibitan (DBH)
	21.720.000.000
	155.814.368
	0,7

	13
	Penanaman di sepadan danau dan daerah tangkapan air (DBH)
	10.420.000.000
	216.619.315
	2,07



Tabel III.3. Program peningkatan  kualitas dan akses informasi SDA dan LH
	No
	Program/kegiatan
	Anggaran
	capaian

	I
	Proram peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH 
	target
	Realisasi
	%

	1
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
	126.250.000
	100.267.325
	79

	2
	Pengembangan data dan informasi lingkungan
	112.100.000
	106.070.800
	94

	3
	Pekan lingkungan hidup
	114.656.000
	114.143.000
	99

	4
	Penanganan kasus LH
	63.000.000
	56.669.300
	90



Dari tabel III.2 dan III.3 merupakan program yang dilaksanakn oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan capaian realisasi program pengendalian. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah Rp. 91.360.491.600  dan realisasinya Rp. 1.635.154.691 ini karena serapan keuangan tidak ter serap dengan baik karena penyerapan anggaran keuangan dan fisik untuk kegiatan yang berasal dari dana (DBH) DR tidak dapat di laksanakan keseluruhan sebab dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan serta lokasi penanaman.dan untuk program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH adalah  416.006.000 dan realisasinya 377.150.425, kegiatan fisik keuangan dapat terserap dengan baik.
C. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan 
Permasalahan yang terjadi pada 2 program kegiatan terutama pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu :
a. untuk kegiatan DBH DR tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target dikarenakan dana tersebut masuk pada semester dua dan akan dilakukan pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR maka dana tersebut belum dapat digunakan serta ada kegiatan yang tidak di setujui untuk dilaksanakan kemudian juga terkendala masalah pelelangan tidak tercukupnya waktu, serta lokasi penanaman.
 2. Solusi 
Solusi yang akan dilakukan agar tidak terjadi masalah untuk kemudian hari kegiatan DBH DR yaitu :
a. untuk kegiatan DBH DR awal tahun berjalan harus sudah selesai pembahasan dengan kementrian KLHK, Kemendagri, Kemenkeu terkait  isi DPA (DBH) DR, agar pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal, persiapan lokasi yang akan dilakukan penanaman







BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota biasanya bersumber dana dari APBN kementrian pada tahun 2018 di dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak ada tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat














BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. Kerjasama Antara Daerah
	Pada tahun 2018 Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak ada kerjasama antara daerah di sebabkan kegiatan ini berlanjut setiap tahunnya.
B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
	Untuk kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2018 terdapat kerjasama dengan Laboratorium lingkungan,  
1. . kerjasama dengan Baristan (Laboratorium Lingkungan)
a. Mitra yang diajak Kerjasama
Balai Riset dan Standarisasi Industri Samarinda
b. Dasar Hukum
Nota Kesepahaman dengan nomor : 660.22B/577/DLHK-I / nomor : 89/BPPI/BRSSd/MoU/VII/2017 tentang kerjasama Laboratorium Lingkungan yang akan berakhir pada tanggal 17 Juli 2020
c. Nama Kegiatan
Kersama dalam bidang Laboratorium lingkungan 
d. Satuan kerja daerah penyelenggara kerjasama dengan pihak ketiga
penyelenggara daerah yang bekerjasama adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
e. jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan
f. sumber dan jumlah anggaran
g. Jangka waktu
Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal 17 juli 2017 sampai dengan 17 juli 2020 

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah
 	Untuk Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal daerah Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2018 memiliki koordinasi vertikal yaitu  :
a. Forum Koordinasi
forum koordinasi dalam kegiatan tim teknis komisi AMDAL dan tim Komisi AMDAL 
b. Materi Koordinasi
materi koordinasi yang dilakukan adalah rapat pembahasan dokumen AMDAL
c. Instansi yang terkait
1. Danramil dan kapolsek
2. Badan pertanahan Nasional (BPN)
d. sumber dan jumlah dana
sumber dan jumlah anggaran dibebankan oleh usaha/kegiatan yang melakukan penilaian dokumen Amdal
e. Stuan kerja perangkat daerah penyelenggara koordinasi
penyelenggara koordinasi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau di bidang tata lingkungan.
f. Jumlah pegawai, kualitas pendidikan, pangkat dan golongan
untuk keterlibatan dalam koordinasi setiap instansi vertiKal hanya satu orang
g. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan
jumlah kegiatan yang dilakukan hanya satu kegiatan yaitu penilaian dokumen AMDAL
h. Hasil dan manfaat koordinasi
Hasil dan manfaat dari rapat koordinasi yaitu untuk memperbaikai dokumen serta memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan dokumen AMDAL tersebut
i. tindak lanjut hasil koordinasi
tindak lanjut yang dilakukan adalah berupa saran dan tanggapan untuk memperbaiki dokumen AMDAL agar lebih baik lagi
















 



BAB IV
PENUTUP

	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai wujud transparasi dan akutabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan.
	Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagi urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan selain itu juga untuk menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, maka ditetapkan 8 ( delapan ) program yang terdiri dari 3 (enam) program pengelolaan lingkungan hidup dan 5 (empat) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
	Pada masa mendatang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong pelayanan terhadap masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik serta mewujudkan VISI dan MISI Pemerintah Daerah Yang berkaitan dengan bidang Lingkungan
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